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MOTTO

“Komunikasi adalah sesuatu yang sederhana dan sulit yang

takkan bisa diungkapkan dengan kata-kata sederhana”

T.S. Matthews

Intisari, PT Intisan Mediatama. Desember No. 437 1999:26
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RINGKASAN

Indonesia pemah mengalami masa penjajahan dan penindasan oleh
Belanda selama berabad-abad. Tujuan Belanda hanya satu yaitu menguasai tanah
Indonesia hanya untuk digali kekayaan alamnya. Sistem pertanahan pada masa itu
pun sangat merugikan rakyat Indonesia, kecuali jika mereka mau menundukkan
dirnya pada kekuasaan Belanda. Setelah kemerdekaan Negara Republik
Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka landasan politik hukum agraria/hukum
pertanahan di Indonesia dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni
tercantum dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : “Bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besamya kemakmuran rakvat™.

Salah satu upaya dalam rangka mengurangi timbulnya permasalahan tanah
(sengketa) adalah dengan pensertifikatan tanah Pensertifikatan dalam istilah
pertanahan lebih dikenal dengan sebutan pendaftaran tanah. Sesuai dengan pasal
19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa “Untuk
menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di
seluruh wilayah Republik I[ndonesia menurut ketentuan-ketentuan vang diatur
dengan peraturan pemenntah”. Untuk itulah maka Kantor Pertanahan sebagai
Lembaga Pendaftaran Tanah berwenang mengeluarkan surat tanda bukti hak vaitu
sertipikat. Hal inilah yang mendorong Kantor Pertanahan untuk melaksanakan
pensertifikasian masal vang juga disebut dengan pendaftaran tanah secara
sistematik.

Dengan mengangkat tema Tinjauan Yurndis Tentang Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1960 Dt Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, penyusun dapat
mengetahui pelaksanaan pendafiaran tanah. Adapun permasalahan yang dibahas
oleh penyusun adalah tentang prosedur pendaftaran tanah secara sistematik setelah
berlakumva Undang-undang nomor 3 tahun 1960 di Kanror Pertanahan Kabupaten
Jember. peran penung pamma Ajudikasi dalam proses pendaftaran tanah secara
sistematik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan kendala-kendala vang di
hadapt dalam pendaftaran tanah secara sistemaunk di Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember.

Pendekatan permasalahan yang dihadapi oleh penyusun adalah yuridis
normatif artinya mengkaji dan menelaah masalah yang timbul berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hukum vang berlaku saat i, selain 1tu
penyusun juga menggunakan metode yundis empins yaitu pendekatan yang
dilakukan dengan penelitian untuk mendapatkan data dari pihak vang terkait
dengan pendaftaran tanah. Sedang bahan hukum yang digunakan adalah bahan
hukum pnmer vaitu bahan hukum vang diperoleh dengan cara membaca peraturan
dasar. peraturan perundang-undangan. norma-norma, vurisprudensi dan traktat.
selamn 1tu juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum diperoleh
dari hasil penelitian-penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-
literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan.

X1
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Pendaftaran tanah secara sistematik ini dilaksanakan untuk kebutuhan
pemenntah dan masyarakat sendiri dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah
pertama kali. Diharapkan dengan adanya pendaftaran tanah secara sistematik ini
masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan sertipikat hak atas
tanah. Hal ini adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum terhadap
pemegang hak atas tanah.

Pendaftaran tanah secara sistematik ini mempunyai target dan sasaran
khusus. Sasaran ini adalah yang kondisi perekonomiannya rendah. Pada tahun
2003 Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mempunyai dua desa yang menjadi
target pendaflaran tanah secara sistematik yaitu, Desa Panduman Kecamatan
Jelbuk dengan 350 bidang dan Desa Ajung Kecamatan Kalisat dengan 150
bidang. Meskipun semua target terpenuhi, namun dalam pelaksanannya masih
banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh panitia Ajudikasi, baik kendala dari
panitia Ajudikasi sendiri maupun dari masyarakat pemohon.

Saran dari penyusun adalah pendaftaran tanah secara sistematik harus rutin
dilaksanakan setiap tahun, harus ada kerjasama antara panitia Ajudikasi dengan
masyarakat selain itu diharapkan selanjutnya Kantor Pertanahan melakukan
penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat mengerti dan paham secara jelas.

Xii
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bumi dan kekayaan alam yang ada merupakan karunia Tuhan yang sangat
besar bagi kehidupan manusia. Untuk malangsungkan hidupnya manusia sangat
butuh sekali akan hal ini. Dan karena itu semua manusia tidak segan untuk
bersaing memperebutkan demi sebuah kepentingan yang akan diraih dan dicita-
citakan. Tanah adalah karunia Tuhan yang banyak diperebutkan oleh manusia,
karena didalam tanah banyak terkandung unsur-unsur yang sangat bermanfaat
bagi manusia dari berbagai segi. Karena kepentingan dan manfaat yang ada pada
tanah banyak negara vang ingin memperluas wilayah demi kemakmuran yang
akan digali dan potensi tanah tersebut. Tetapi untuk mewujudkan itu semua
mereka menggunakan suatu cara yang sangat tidak manusiawi, seperti dengan
cara penjajahan yang menggunakan penindasan dan memperbudak masyarakat
yang tidak lain adalah pribumi dari wilayah itu yang memiliki hak atas tanah
tersebut.

Indonesia permah mengalami masa penjajahan dan penindasan oleh
Belanda selama berabad-abad. Tujuan Belanda hanya satu yaitu menguasai tanah
Indonesia hanva untuk digali kekavaan alamnva. Sistem pertanahan pada masa itu
pun sangat merugikan rakyat Indonesia. kecuali jika mereka mau menundukkan
dirinya pada kakuasaan Belanda. Setelah kemerdekaan MNegara Republik
Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka landasan politik hukum agraria‘/hukum
pertanahan di Indonesia dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakmi
tercantum dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) vang berbunyi ;

“Bumi dan air dan kekayaan alam vang tekandung didalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakvat”. (Harsono, 2000:28).
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Ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ini masth belum
jelas dimengerti oleh rakyat Indonesia, untuk itu Negara Republik Indonesia
sebagai negara hukum mengatur dan menetapkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang diharapkan
mampu menjawab permasalahan tentang tanah yang timbul di Indonesia. Dengan
adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini, maka akan dapat terjamin
kepastian hukum dan perlindungan hukum mengenai hak atas tanah bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Dalam perkembangannya masyarakat masih belum menerapkan Undang-
Undang ini secara tepat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang
belum memiliki bukti otentik atas kepemilikan tanah. Semua itu disebabkan oleh
sistem waris yang digunakan masyarakat pada masa lalu masih menggunakan
sistem warls turun temurun secara lisan tanpa menyertakan bukti otentik. Selain
itu enggannya masyarakat untuk mendaftarkan sendin kepemilikan tanahnya,
mereka beranggapan bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan sendiri sangat sulit
dan menghabiskan banyak biaya.

Pada pasal 19 avat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jelas
disebutkan bahwa :

“Untuk Menjamin Kepastian Hukum Oleh Pemerintah Diadakan
Pendaftaran Tanah Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia Menurut
Ketentuan-ketentuan Yang Diatur Dengan Peraturan Pemenintah ™

merupakan aturan yang menjamin Kepastian hukum dan perlindungan hukum hak
atas tanah di Indonesia.

Peraturan pemerintah vang dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah , tetapt karena peraturan pemerintah
tersebut dipandang tidak lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih
nyata pada pembangunan nasional di Indonesia, maka pemerintah membuat dan
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah sebagai pengganti dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961. (Ibid)



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Salah satu upaya dalam rangka mengurangi timbulnya permasalahan tanah
(sengketa) adalah dengan pensertifikatan tanah. Pensertifikatan tanah dalam istilah
pertanahan lebih dikenal dengan sebutan pendaftaran tanah. Dalam prakteknya
pensertifikatan tanah dilaksanakan atas permohonan masyarakat sendiri
(perorangan/badan  hukum).  Pensertifikatan yang demikian  disebut
pensertifikatan/pendaftaran tanah sporadik. Di sini, masyarakat aktif dalam
mensertifikatkan tanahnya dan membiayai sendiri biaya pensertifikatan tanah.

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, di samping
pensertifakatan tanah sporadik, pemerintah juga melaksanakan pensertifikatan
tanah secara sistematik, yaitu pensertifikatan tanah dilaksanakan atas inisiatif
pemerintah dan dilaksanakan secara massal yang meliputi suatu atau sebagian
desa. Di sini pemerintah bersifat aktif, bukan masyarakat yang datang ke Kantor
Pertanahan, tetapi petugas BPN (disebut panitia ajudikasi) yang mendatangi
masyarakat dan juga sebagian besar biaya yang diperlukan ditanggung oleh
pemerintah, masyarakat hanya membayar biaya administrasi yang relatif kecil
jumlahnya.

Pensertifikatan tanah massal/sistematik dilaksanakan, disamping dalam
rangka membantu masyarakat golongan ekonomi lemah, seperti Proyek Nasional
Agraria (PRONA), juga dalam rangka percepatan pensertifikatan tanah seperti
Proyek Administrasi Pertanahan (PAP).

Berdasarkan uraian di atas. maka penvusun mengambil tema tentang
pendaftaran tanah yang dilaksanakan dalam bentuk sertifikat massal'sistematik
dan penyusun merumuskan judul dari tema di atas yaitu “Tinjauan Yuridis
Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember™.
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1.2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang
Pelaksanaan Pendaftaran tanah Secara Sistematik Setelah Berlakunya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Kanter Pertanahan Kabupaten
Jember”, maka penyusun hanya akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan
pelaksanaan pendaftaran tanah secarah sistematik berdasarkan hukum yang

berlaku dengan lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

1.3 Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang masalah diatas maka dapat dimunculkan
suatu permasalahan untuk diteliti lebith lanjut dengan pembatasan perumusan
masalah sebagai berikut
|. Bagaimana prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana peran penting panitia ajudikasi dalam pelaksanaan pendaftaran

tanah secara sistematik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember ?

|5

Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah

secara sistematik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember ?

1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan vang hendak dicapai dan penyusunan skripst int meliputi tujuan
umum dan tujuan khusus
1.4.1 Tujuan Umum
Adapun tujuan umum penyusunan skripsi ini adalah :
. Guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di
Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Merupakan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku
perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di

masyarakat;
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Untuk menyumbangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum,

para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

1.4.2 Tujuan Khusus

ta

Sedangkan tujuan khusus yang hendak dicapai adalah

. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah secara

sistematik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;

Untuk mengetahui peran penting panitia ajudikasi dalam pelaksanaan
pendaftaran tanah secara sistematik di Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember;

Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
pendaftaran tanah secara sistematik di Kantor Pertanahan Kabupaten

Jember.

1.5 Metode Penulisan

1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan pembahasan yang baik dan terarah maka dalam

penyusunan skripsi ini pendekatan masalah yang dipergunakan adalah :

Pendekatan Yuridis Normatif.

Yaitu teknis pendekatan dengan jalan penelaahan melalui peraturan
perundang-undangan yang berlaku saat ini sebagai dasar pemecahan
masalah. Dengan kata lain, mengakaji dan menelaah masalah yang timbul
berdasarkan hukum yang berlaku. (Soemitro. 1990:35).

Pendekatan Yuridis Empiris.

Yaitu pendekatan dengan jalan pengamatan dan penelitian di lapangan.
Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data dari para pihak yang terkait,
khususnya pthak yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pendaftaran
tanah secara sistematik yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
Pengamatan dan penelitian tersebut dilakukan dalam bentuk wawancara

dengan staf Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. (Ibid)
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1.5.2 Bahan Hukam

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penyusunan skripsi yang

dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Sejalan dengan metode

penyusunan yang dipergunakan, maka bahan hukum dapat dibedakan yaitu :

1.

Bahan Hukum Primer

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah bahan dasar atau
bahan asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama dan belum
diuratkan oleh orang. Bahan hukum ini dapat diperoleh dengan cara
membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, norma-norma,
vurisprudensi dan traktat. (Soemitro, 1990:11).

Bahan Hukum Sekunder

Selain bahan hukum primer, penyusun juga mempergunakan bahan hukum
sekunder. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah bahan-
bahan yang erat Kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum ini
dapat diperoleh dan hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-majalah
hukum, literatur-literatur ~ vang  mendukung untuk  membahas

permasalahan. (Ibid).

1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam penvusunan sknipsi ini. pengumpulan dan pengolahan data

dilakukan dengan cara sebagai benkut :

Studi Kepustakaan

Studi  kepustakaan 11 untuk mencan konsepsi-konsepsi, teori-teor,
pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat
dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan
perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber.
(Soemitro, 1994:98).

Untuk melengkapt skripsi i1 penyusun mencantumkan dasar hukumnya
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 sebagai pelengkap dari
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang saat ini juga diberlakukan.
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2. Studi Lapangan
Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer, dalam
hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan
menggunakan tanya jawab atau wawancara. (Ibid)
Tanya jawab atau wawancara yang dilakukan dengan Staf Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember JI. K.H. Siddiq No. 55 Jember.

1.5.4. Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum vyang digunakan adalah dengan
menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh
gambaran singkat suatu permasalahan yang didasarkan atas peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam

tulisan 1 kemudian disusun secar logis dan sistematis. (Soemitro, 1990:98).
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BABE 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945 ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal juga sebagai Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) yang memuat kebijakan pertanahan nasional
(national land polity) yang menjadi dasar pengelolaan tanah di Indonesia. Dalam
penyelenggaraan  pengelolaan tanah khususnya vang berkaitan dengan
pengelolaan penguasaan dan hak-hak atas tanah (land tenure and land rights)
diperlukan lembaga pendaftaran tanah untuk kepastian hukum antara pemegang
hak atas tanah, peralihan hak tanah, hak tanggungan atas tanah, peralihan hak
tanggungan. Selain itu pendaftaran tanah merupakan sumber informasi untuk
membuat keputusan dalam pengelolaan pertanahan baik penataan penguasaan.
pemulikan, penggunan dan pendaftaran tanah.

Lembaga pendaftaran tanah yang dimaksud adalah Badan Pertanahan
Nasional (BPN) dan dalam rangka penvelenggaraan tugas pendaftaran tanah di
Indonesia dilakukan oleh Kantor Pertanahan serta dibantu oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT)

Dalam rangka mengurangi imbuinya sengketa tanah. maka cara vang benar
adalah dengan pensertifikatan tanah. sesuai dengan pasal 9 avat (1) Undang-
undang Pokok Agrana yang berbunyi : "Untuk menjamin kepastian hukum oleh
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan vang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Penserufikatan tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan terdapat dua
jemis. Yang pertama adalah pendaftaran tanah sporadik, yaitu pendaftaran tanah
vang dilakukan atas permohonan masyarakat dan juga membiayai sendiri biaya
pensertifikatan tanah. Sedangkan yang kedua adalah pendaftaran tanah secara
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sistematik, yaitu pensertifikatan yang dilaksanakan atas inisiatif Pemerintah yang
bersifat massal. Kantor Pertanahan serta pamitia Ajudikasi bersifat aktif dengan
mendatangi masyarakat dan juga sebagian besar biaya ditanggung oleh
pemerintah, masyarakat hanya memebayar uang administrasi yang relatif kecil
jumlahnya.

Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik di Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember terkait dengan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Timur Nomor : SK 53.35 Tahun 2003 Se Jawa Timur dan
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor:
SK.20.353.4/PRONA/2003 tentang Penunjukan Lokasi Desa/Kelurahan PRONA
Pertanaban Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Jember, maka pada tahun
anggaran 2003 Kabupaten Jember menargetkan lokasi Desa Panduman

Kecamatan Jelbuk 350 bidang dan Desa Ajung Kecamatan Kalisat 150 bidang.

2.2. Dasar Hukum
Berdasarkan metode pendekatan masalah vang dipergunakan dalam

penalisan skripsi int yakm pendekatan yundis normatif, maka dasar hukum yang
dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah berbagai aturan hukum yang berlaku
khususnya vang mengatur mengenai ruang lingkup pendaftaran tanah. vakni -
1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 33 avat (3)

"Bumi dan air dan kekavaan alam vang terkandung didalamnva dikuasai oleh

negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"

[

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agrana (Lembar Negara Tahun 1960 Nomor 104)

Pasa! 19 ayat (1) :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemenntah diadakan pendaftaran
tanak diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang

diatur dengan Peraturan Pemerintah”
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Pasal 19 ayat (2) :

"Pendaftaran tersebut dalam avat (1) pasal ini meliputi :

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

b. pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 5 :

"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasioanal”

Pasal 6 ayat (1) :

"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala
Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan
Pemerintah 11 atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan
kepada pejabat lain.

Pasal 8 ayat (1) :

"Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala Kantor
Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menten atau
Pejabat yang ditunjuk”

Pasal 13 ayat (1) :

“Pendafiaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendatftaran tanah
secara sistematik dan pendafiaran tanah secara sporadik”

Pasal 13 avat(2):

"Pendattaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan
dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menten"

Peraturan ;ﬂemen Agrana‘Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek
Operasi Nasional Agraria.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Jawa Timur Nomor SK 53.35 Tahun 2003 tentang Penunjukan Lokasi
Kecamatan PRONA Pertanahan Tahun Anggaran 2003 Se Jawa Timur.
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7. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor
SK.20.353.4/PRONA/2003 tentang Penunjukan Lokasi Desa/Kelurahan
PRONA Pertanahan Tahun Anggaran 2003 Di Kabupaten Jember.

2.3. Landasan Teori
2.3.1. Pengertian Pendaftaran Hak Atas Tanah
|. Pendaftaran hak dengan daftar-daftar umum yang mempunyai bukti.

Daftar-daftar umum disini mempunyai kekuatan bukti yang membuktikan
subyek hukumyang tedaftar didalamnya sebagi pemegang hak sah menurur
hukum. Dalam pendaftaran hak, pemegang hak yang telah terdaftar dalam daftar-
daftar umum diberikan surat tanda bukti hak, vaitu surat yang membuktikan
pemegang hak sebagai pemegang hak yang sah menurut hukum sesuai dengan
kekuatan bukti serta pemberian surat tanda bukti hak merupakan dorongan yang
kuat bagi para pemegang hak untuk mendaftarkan haknya, schubungan dengan hal
tersebut, pendaftaran hak meliputi

a. Pendaftaran hak-hak dari para pemegang hak vang lama, yang merupakan
pendaftaran hak-hak untuk pertama kalinya dalam dattar-daftar umum.
b. Pendaftaran peralihan-peralihan hak (registration of rights).
2. Pendaftaran hak dengan daftar-daftar umum yang tidak mempunyai kekuatan
bukti.

Dafiar-dafiar umum vang tidak mempunyai kekuatan buku disini merupakan
daftar-daftar umum vang tidak membuktikan orang vang terdaftar didalamnva
sebagar pemegang hak yang sah menurut hukum. Oleh karena dattar-daftar
umum tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti. maka ada dorongan bagi yang
lama untuk mendaftarkan haknyva dalam daftar-daftar umum. Pendaftaran hak
tersebut ditujukan bagi pemegang hak yang baru. Untuk mendorong para
pemegang hak mendaftarkan haknva, maka pendaftaran itu dijadikan sebagai
syarat bagi peralithan hak. Pendaftaran hak yang demikian disebut registration of

deeds (pendaftaran hak vang tidak mempunyai kek:atan bukti).
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Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 196 [, Hukum

Agraria di Indonesia bersifat dualistis. Hal tersebut dapat dijumpai bahwasannya

hukum agraria membagi hak-hak atas tanah dalam 2 golongan yaitu :

a. Hak-hak atas tanah barat, berupa : hak eigendom, hak erpacht dan hak
opstal. Tanah tersebut disebut tanah-tanah hak barat.

b. Hak atas tanah adat, berupa : hak milik adat. hak yasan dan hak
andarbeni. Tanah-tanah dengan hak-hak adat tersebut disebut tanah-
tanah Indonesia. (Soerodjo, 2003:82)

Dualisme dalam Hukum Agraria baru dihapus pada tahun 1960, yaitu

dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September

1960. Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tersebut maka :

d.

Dualisme atas hak-hak atas tanah dihapuskan, sehingga pendaftaran tanah
yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria meliputi
semua hak atas tanah yang terletak di wilayah Republik Indonesia.

Dengan ditetapkannya dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok
Agraria bahwa pendaftaran tanah harus diatur dengan Peraturan
Pemerintah yang mengatur penyelenggaraan pendaftaran tanah, maka
Peraturan Pemerintah yang mengatur penyelenggaraan tanah memperoleh
landasan yang kuat.

Dengan adanva Pasal-pasal vang mengatur pembenan surat tanda bukti
hak dan aru pendafiaran bagi peralihan hak maka hal-hal vang
menyangkut tindakan hukum hak-hak atas tanah mendapat landasan
hukum yang kuat pula. (1bid)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas. maka perkembangan pendaftaran

tanah di Indonesia pada hakekatnya merupakan perkembangan pendaftaran tanah
mengenai hak-hak atas tanah hak barat dan hak-hak atas tanah adat.

2.3.2. Pengertian Sertifikat

Salinan buku tanah dan surat ukur yang telah dijihid menjadi satu bersama-

sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan,
disebut sertifikat. (Perangin, 1994:108).
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Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang diberikan kepada pihak yang
berhak dan pemberian sertifikat hanya dilakukan jika yang berhak
menghendakinya. (Ibid)

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997
menyatakan bahwa sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang
termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai data yang ada
didalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Ketentuan pasal 32
ayat (1) tersebut merupakan ketentuan pelaksanaan dari pasal 19 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960, dimana sebagai akibat dari pendaftaran hak atas
tanah, maka diberikan suatu tanda bukti hak yang disebut dengan sertifikat tanah,
yang berlaku sebagai akibat yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah.

Alat pembuktian berupa sertifikat merupakan suatu kegiatan pendafiaran
tanah yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Di Indonesia dan berdasarkan
ketentuan dalam pasal 31 ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 1997. maka sertifikat
tersebut hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum sebagai
pemegang hak atau pihak yang dikuasakan olehnya.

Sertifikat merupakan alat bukti hak yang kuat, yang berarti bahwa selama
belum dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam
sertifikat harus ditenma sebagar data vang benar sepanjang data tersebut sesuai

dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

2.3.3. Pengertian Pendaftaran Tanah

Kata pendaftaran tanah barasal dari kata Cadastre (bahasa Belanda
Kadaster) vaitu suatu isulah vang sering dipergunakan dalam pelaksanaan
pencatatan (perekaman) data tentang suatu bidang. Pencatatan (perekaman) terdin
dan pencatatan atas hak, letak, luas, batas-batas dan bahasa latin “Capitasstrum”
yamg berarti register atau capita atau unit yang diperbuat (dipersiapkan) untuk
pajak tanah di Romawi (Capottio lorrens). Cadastre vaitu record (rekaman dan
lahan-lahan, nilai tanah dan pemegang haknya serta untuk kepentingan pajak).
(Parlindungan, 1990:11)
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Guna menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, disatu pihak
UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh
wilayah Republik Indonesia dan dilain pihak UUPA mengharuskan para
pemegang hak yamg bersangkutan untuk mendaftarkan hak-hak atas tanahnya.
(Wargakusumah, 2001:66)

Boedi Harsono merumuskan pengertian pendaftaran tanah sebagai suatu
rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus menerus untuk
megumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data tertentu yang ada di
suatu wilayah tertentu dengan tujuan tertentu. (Ibid)

Hal ini sesuai dengan pengertian pendaftaran tanah yang tecantum dalam
pasal 1 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi : "Rangkaian kegiatan
vang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan
teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenal
bidang-bidang yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun
serta hak-hak tertentu yang membebaninya".

Dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah yang sesuai dengan peraturan
hukum yang berlaku di Indonesia, terdapat pandangan Sir Charles Fortescue
Brickdate yang dikutip oleh Simpson, menyatakan ada7 unsur yang harus
dipenuhi dalam pendaftaran tanah vaitu -

1. Security yaitu Jaminan keamanan. Bertolak dari kemantapan sistem
sehingga seseorang akan merasa aman atas hak tersebut. baik karena
membeli tanah tersebut ataupun mengikat tanah yang bersangkutan

dalam suatu jaminan atas utang (piutang):

)

Simplicity yaitu sederhana sehingga setiap orang dapat dengan mudah

mengerti tentang pendaftaran tanah:;

3. Accuracy yaitu adanya teknik yang lebih efektif dan teliti dalam
pendaftaran tanah sehingga data yang tercatat sangat sesuai dengan
keadaan tanah yang sebenarnya;

4. Expedition yaitu adanya kelancaran dan menghindari hal-hal vang tidak

jelas sehingga waktu yag berlarut-larut dapat dihindari:
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Cheapness yaitu agar dapat dijangkau oleh semua kalangan, biaya
pendaftaran tanahnya harus murah;

Suitability to circumstances yaitu pendaftaran tersebut akan tetap
berharga baik saat ini maupun kelak kemudian hart;

Completeness of the record yaitu :

a. Perekaman tersebut harus lengkap. Lebih-lebih lagi masih ada tanah-

tanah yang belum didaftar;
b. Pencatatan setiap tanah yang didaftarkan harus berdasarkan keadaan

pada waktu itu. (Parlindungan, 1990:4)

Pemerintah dalam melaksanakan pendaftaran tanah bertolak dari jaminan

kepastian hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 ayat(1) UUPA,

maka tujuan pendaftaran tanah dijabarkan lagi dalam pasal 3 PP Nomor 24 Tahun
1997 yaitu :

o

(9%

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak
lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya
sebagal pemegang hak yang bersangkutan;

Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk pemerintah agar dengan mudab memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pendaftaran tanah dalam prakteknva lebih banyak dilaksanakan atas

permohonan masyarakat sendiri (perorangan badan hukum) vaitu disebut dengan

pendaftaran tanah sporadik, tetapi dalam upaya peningkatan pela_\"anan kepada

masyarakat dapat juga dilaksanakan melalui inisiatif dari pemerintah sendiri dan

dilaksanakan secara massal yaitu disebut juga pendafiran tanah secara sistematik.

Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara sporadik maupun sistematik

pada dasarnya untuk memperoleh suatu manfaat. Manfaat pendaftaran tanah

tersebut yaitu :
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I. Memberikan pemerataan perlindungan hukum pemilikan dan
penguasaan tanah kepada setiap warga masyarakat:

2. Meningkatkan jaminan kepastian hukum kepemilikan dan penguasaan
tanah;

3. Mengurangi konflik yang terjadi di masyarakat sebagai akibat

ketidakpastian mengenai status tanah.

2.3.4. Pengertian Panitia Ajudikasi

Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses
pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan
kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek
pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Dalam pelaksanaan
pendaftaran tanah secara sistematik diperlukan bantuan suatu panitia ajudikasi,
karena pada umumnya pendaftaran tanah secara sistematik bersifat massal dan
besar-besaran. Panitia terdiri atas seorang ketua merangkap anggota yang dijabat
oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan dan 3 atau 4 anggotanya, yaitu seorang
pegawai Kantor Pertanahan yang mempunyai kemampuan di bidang hak-hak atas
tanah, sedang yang ketiga dan keempat adalah Kepala Desa/Kelurahan yang
bersangkutan dan atau scorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya.
Keanggotaan panina tersebut dapat ditambah dengan seorang anggota vang sangat
diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah
diwilayah desa’kelurahan yang bersangkutan. Ketentuan ini memungkinkan ketua
adat yang mengetahui benar riwayat/kepemilikan bidang-bidang tanah setempat
dimasukkan dalam panitia, khususnya didaerah yang hukum adatnya masih kuat.
Dalam melaksanakan tugasnya, panitia dibantu oleh 3 satuan tugas yaitu satuan
tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpulan data yuridis dan
satuan tug;s administrasi yang masing-masing terdiri atas sejumlah petugas.
(Soerodjo, 2003:120).
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan diatas maka dengan ini penyusun mengambil

kesimpulan sebagi berikut :

L

Prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik dilakukan
dengan cara melaksanakan melalui tahapan-tahapan, yang diantaranya
adalah pembentukan panitia Ajudikasi, penyuluhan, pemasangan tanda
batas kepemilikan, pengajuan berkas permohonan, pengukuran,
penelitian alat bukti, pemeriksaan lapangan, penerbitan surat keputusan
pemberian hak, pembayaran uang administrasi dan pendaftaran, dan
penerbitan sertipikat. Tahapan-tahapan itu dibuat untuk mempermudah
pelaksanaan pendaftaran tanah 1tu sendiri;
Tugas penting dari tim Panitia Ajudikasi adalah melaksanakan seluruh
kegiatan dalam proses pendaftaran tanah secara sistematik. Karena
terbatasnya tenaga ahli, selain membentuk panitia Ajudikasi Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember juga membentuk satuan tugas yang terdir
dan satgas pembina desa (bindes), satgas penyuluhan, satgas pos
pelavanan dan panitia kecil/panitia desa. Kerja sama antara tim panitia
Ajudikasi dan satuan tugas yang sudah terbentuk harus membawa
keberhasilan dalam proses pendaftaran tanah secara sistematik.
Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember selama pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik adalah
a. Kendala-kendala yang timbul dan Kantor Pertanahan itu sendini dan
juga dari tim panitia Ajudikasi adalah terbatasnya satuan tugas
pelaksana, jauhnya lokasi tiap desa serta lokasi tanah yang
didaftarkan saling terpencar, panitia desa yang dibentuk belum
sepenuhnya memahami ketentuan yang berhubungan dengan

pendaftaran tanah;

29
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b. Kendala-kendala yang timbul dari para pemohon adalah nwayat
kepemilikan tanah yang kurang jelas, data subyek dan data obyek
tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, data letter C belum
tersusun dengan baik, banyaknya peralihan dibawah tangan,
kesulitan pembuktian kepemilikan tanah.

4.2. Saran

1.

(§

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik tahun-tahun
berikutnya kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
dengan Panitia Ajudikasi ataupun antara panitia dengan masyarakat
setempat lebih ditingkatkan dan masih banyak desa yang perlu mendapat
bantuan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.

Untuk lebih menyukseskan lagi pelaksanaan pendaftaran secara
sistematik berikutnya maka Kantor Pertanahan Kabupaten Jember perlu
untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang lebih jelas dan
menyeluruh  kepada masyarakat vang tanahnya akan dilakukan
pendailaran tanah secara sistematik, sehingga kendala-kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik ditahun

berikutnya dapat ditekan sekecil mungkin.
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(/ . BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR WILAYAH FROPINSI JAWA TIMUR

: SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASTONAL
PROPINSI JAWA TIMUR g
NOMOR : SK %3. 35 TAHUN 2003

TENTANG
PENUNJUKAN LOKASI KECAMATAN
PROYEK OPERASI NASIONAL (PRONA) PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2903
SE JAWA TIMUR °

IXEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI JAWA TIMUR

MEMBACA :a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan catur tertib pertanahar,
; khususnya dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal bag:
masyarakat golongan ekonomi lernah hingga mencngah untuk Tzhun
Anggaran 2003, pemerintah telah menetapkan pelaksanaan Proyek Gperasi

Nasional (PRONA) Pertanahan;

L. Bahwa agar pelaksanaan Proyek Operasi Nasional (PRONA) ‘Pertanahan
tersebut pada butir a diatas berjalan dengan tertib dan terarah, mcia
dipandang perlu untuk segera menunjuk wilayah kecamatan ‘yang akan
menjadi lokasi proyek dimaksud;

¢. Bahwa wilayah kecamatan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan
ini, dipandang cukup memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi lokasi
pelaksanaan Proyek Operasi Nasional (PRONA) Pertanahan.

MENGINGAT . 4. TAP MPR-RI No. [X/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengeloiaan
Sumber Daya Alam. ; .
s Undang-Undang No. S Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokek

AgTana.

Undang-undang Perbeadaharazn Negara (ICW) Staat Blaad 1925 No. 448 Jo,

Uindang-undang No. 9 Tahun 1968;

¢ Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pemibangunan Nasional
(Propenas) Tahun 2000 - 2004.

¢. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 Tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;

{ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tzhun 2001 Tentang
Pelaksanaan Otonomi Daerzh di bidang Pertanahan;

¢ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

h. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1985 tanggal
31 Januari 1989 Tentang Organisasi-dzn Tata Kerja Kantor Wilayah Dadan
Pertunahan  Nasional di  Propinsi dan  Kantor  Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya,

i, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981 Tentang Proyek
Operasi Nasional (PRONA) Pertanahan .

(g

j. Surat Keputusan ...........
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MEMPERHATIKAN :

MENETAPKAN
PERTAMA

b Vb

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri
Negara Agraria Kepala adin Perencansan Pengembangan Nasicnal Nemor
$-42/A/2000 :
$-2262/D.2/05/2002
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keoutusan Presiden RI Nomor 18
Tahun .2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Instansi Pemerintah, )
Surat Keputusan Bersana Menteri Keuangan RI dan -Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Kep. — 82/ A /2000
6126/D.2/11 /2000

Tentang Perubahan Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S = 42/ A /2000

S -2262/D.2 /05 /2000
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun
2000 tentang Pedoman Pclaksaraan Pengadaan Barang /Jasa Instansi
Pemerintah
Surat Keputusan Bersama Menieri Keuangan RI dan Menteri  MNegara
Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan = Nomor

Kep. = 54/ A /32000
Kep. - 247/ M.PPN /04 /2002
Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan
Menteri Negara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional — Nomor
5 -42 [ AL2000
§-2262/D.2/05/2000
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Mo, 18 Tahun
000 temtang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadagn  Barang/Jasa  Insatansi
Pemerintah.
Sueat Keputusan Botanma Menterl Keuangan U dan Monterl Negara
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor Kep =102 /MK.2 /2002
Kep. — 247/ M.PPN /04 / 2002

Tentang Sistem Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan.

. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 524 / KMK.02 / 2002 tanggal 27

Desember 2002 tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2002.
Keputusan Menteri Keuangan RI No, 7 / KMK.02 / 2003 tanggal 3 Jaa
2003 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PNS dan PTT.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 225 — I — 2001 Tahun
2001 tentang Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Tahun 2001 -
2004.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala ‘Badan Pertanahan Nasicnai
Nomor : 18 = V = 1999 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan
Daftar Isian Proyek (DIP) Proyek-Proyek Pembangunan Pertanahan kepada
Kepala Kanter Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.

Instruksi Kepala Badan Pertanahan Neasional Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyusunan Program Kerja Tahunan dan Laporan Kegiatan Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi. '

Usulan lokasi Proyek Operasi Nasional (PRONA) Pertanahan .par-a Kip:i.l-
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se Jawa Timur

MEMUTUSKAN :
Menunjuk Kecamatan-kecamatan yang tercantum dalam kolom 3 (tiga)

lampiran Surat Keputusan ini sebagai lokasi pelaksanaan Proyek Operasi
Nasional (PRONA) Pertanahan Tahun Anggaran 2003 di Jawa Timur.
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KEDUA ! Memerintihkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk
menerbitkay Surat Keputusan penunjukan/penetapan lokasi desa/kelurahan
yang berad: pada lokasi kccamatan sebagaimana tersebut dalam dictum
pertama diata sebagai lokasi pelaksanaan Proyek Operasi Nasional (FRONA)

Pertanahan Kabupaten/Kota dan surat keputusan penunjukan/penetapan
panitia desa/kelirahan Proyek Operasi Nasional (PRONA) Pertanahan;

KETIGA : Pemimpin Bagimn Proyeck Operasi Nasional Pertanahan Kabupaten/Kota
menerbitkan Sural Keputusan Penunjukan /Penetapan Peserta Proyek Oparasi
Nasional (PRONA) Pertanahan berdasarkan usulan Satuan Tugas (SATGAS)
Proyek -Operasi Navonal (PRONA) Pertanahan yang datanya diperoleh dari
desa/kelurahan dengan prioritas masyarakat Golongan Ekonomi Lemah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 januari 2603 sampai dengan
berakhirnya Tahun Anggaran 2003 dengan ketentuan apabila dikemudian huri
terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya.

DITETAPKANDI : SURABAYA
PADA TANGGAL : O\ - OG- 2003

A KANTOR WILAYAH
ANAHAN NASIONAL
[ JAWA TIMUR

\

: Ir RAIZAL ANSHAR]
\Uﬂ 010076 416
TEMBUSAN : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

I.Bpk. Kepala Badan Pertanahan Nasional ;
Di jakarta;

2. Bpk. Meuteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Ketua BAPPENAS di Jakarta;

3. Bpk. Gubernur Jawa Timur
Cq. Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Jawa Timur
Di Surabaya;

¢ Sdr. Bupati/Walikota se Jawa Timur;

3.8dr.  Pemimpin Proyek Operasi Nansional (PRONA) Pertanzhan

/ Di Jakarta;

§.5dr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

CMdy Doc'PPAP_2003\SK [.OKAS!I PRONA_2003
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYHH

BADZN PERTANAHAN NASIONAL
PPOPINSI JAWA TIMUR

NOMOR : SK.53 .35 TAHUN 2003
TANGGAL t o1- 06 A0
NO. KANTOR PERTANAHAN KECAMATAN KETEPANGAHN
1 2 3 4
1 [KOTA SURABAYA 1. Mulyorejo
> 2. Sawahan
2 |KOTA MALANG Kedungkandang
3 [KOTA BLITAR 1. Sapanwetan
2. Sukorejo
3. Kepanjenkidul
4 |KOTA PROBOLINGGO 1. Wonoasih
h 2. Kademangan
5 [KOTA PASURUAN 1. Gadingreijo
" 2. Purworejo
3. Bugulkidul
6 |KABUPATEN LAMONGAN Karanggeneng
7 |KABUPATEN GRESIK Menganti
8 |KABUPATEN MAGETAN Karangrejo
9 |KABUPATEN NGANJUK Ngluyu
10 |KABUPATEN MADIUN Balerejo
11 |KABUPATEN NGAWI 1. Karanganyar
2. Pangkur
12 |KABUPATEN PACITAN 1. Pringkuku
2. Punung
3. Tegalambo
Y [*ADUPATER FRAORNSLINGCO 1. Besuk
2. Tajataran
14 |KABUPATEIN PAMEKASAN 1. Waru
2. Propoh
D 3. Pamekasan
4. Tlanakan
15 IKABUPATEN BANGKALAN 1. Socah
2, Tragah
1€ {XABUPATEN  JOMBANG Bareng
17 |KABUPATEN MALANG Donomulyo
18 |KABUPATEN SAMPANG Jrengik
15 |KABUPATEN BONDOWOSO Wringin
20 |KABUPATEN PASURUAN 1. Winongan
2. Purwosari
21 |KABUPATEN TUBAN 1. Plumpang

.

2. Widang
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1 2 3
22 KABUPATEN BOJCNEGOIQ 1. Padangan
2. Malo
J. Kepohbaru
23 |EABUPATEN BLITAR Wates
24 |KABUPATEN BANYUWANGI Wongsorejo
.25 KABUPATEN JEMBER 1. Jelbuk
‘ 2. Kalisat
26 |KABUPATEN PONOROGO 1., Sambit
2. Rkungkal
3. Jambon
27 |KABUPATEN LUMAJANG Kunir
20 |KADUPATEN SIDOARJO Sukodono
29 |KABUPATEN KEDIRI Grogol
30 |KABUPATEN SITUJONDO 1. Sumbermalang
2. Besuki
3. Bungatan
31 |KABUPATEN TULUNGAGUNG Besuki
32 |KABUPATEN MOJOKERTO Gondang
33 |KABUPATEN TRENGGALEK 1. KampaXxk
2. ¥unjungar
34 |KABUPATEN STIMENEP 1. Batang-Batang
3 2. Gayam
KOTA MADIUN

1. Manguharjo
2. Taman
3. Kartcharjo

.

i

010 076 416
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TRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

'["."."’/": . L . VR Nt el 1o
AU et AT S 0 IR I Y e

NOMOCR s ndl 353.4/PRONA/2003.

IR e R e e ' R N s e ' s o4 f TEASY v iy 4 T ~
R ADUPATLIN 1 N CANAT AN | DESA/ NELURAHAN

l IEMUBLER : TEL UK : O AR WL RCRR
| | |
| e E i i =
w4 | Al ,
] b M 1 ; R RR RS N i A s
LY : 8 |

Jember, 12 Juni 2003.

};EC[’/\ LA KANTOR PERTANAHAN

i
ENINAIL Y s g Mgl iy

;;-_;tjjixbu ) ARIANTQ, Sil., M.Ilum
NIP. 010164 211
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

Sl KEL Siddig No. $5 JEMBER ‘Teip. (U331) 454644

MNomor
Silat
Lampiran

Penhal

Jember. Niel 2003

Kepada ;

: Penting Yth. 1. Sdr Kepala Desa Panduman.
S 2. Sdr. Kepala Desa Alung
: Penjelasan Prona Pertanahian di

Tzhun Anggaran 2003 di TERPACE

Kabupsten Jember

Memperhatikan dan menindak lanjuti- surat Kepaia Kaalor Wilavai
Badan Pertamahan Masional Propinsi Jawa Timur tanggal 21 April 2003, Nomor
U40,35-4386  peribal  Peunjuk  Teknis Operasional  Pelaksanaaan  Prona
Pertanahan Fabupaten/tola se Jawa Timur Tahun Angparan 2003, dengan i
disampaikan hal-hal scbagai berikun :

L. Persyaratan rong Pertanahan ;
a. Peserta Prona Pertanahan agar mengelempok tidak berpencar
b. Gbyek atau tanahnya milik adat dan belum pernah didaftarkan/sertipikat;
c. Subyek atau peserta Warga Negara Indonesia ekonomi lemah:
Peserta hanya berhak 1 (satu) bidang tanah tidak boleh lebil,
Luas untuk tanah pertanian maksimum 20.000 m2 (2 hektar) dan untuk
tanali non pertanian‘pekarangan maksimuim 2.000-m2

(<5,

L3

2. Biaya pengukuran tanah kring poligon, rinsikan Pperbidang. peaggambaran
Sampai proses sertipikasi dibiavai oleh Negara,

3. Biaya yang ditanggung pemohon :

a. Blanko permohonan (tersedia Keperesi Rhumi Bhakii, R 12500,
Adreana) ]

b, Tugu batas (rersedia di Koperasi Bhumi Dhalui Adiguna-... Rp. 12.000.-
dapar dikelola sendin)

¢. Pemasukan pada Negara............ooii Rp, 5.000,-

Lo s atera winimal 2 lenbag o . 6.000.- (hebutubin ... Ry 12.000,-
menyesuaikan berkas permohonan)

Al ... L. 08 U, 31.200,-
Derikian untek diperhatikan dan difaksanakan dengxy penuh tangaung

Jawab.

KEPALA KANTOR PERTANAIIAN
KABUPETEN IEAMBER

Ir. TIAHIO ARIANTO, SH, M.Hum
NIP. 010 164 211
Pembina Tingkat |
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DAFTAR ISIAN IDENTIFIKASI DESA

- KEGIATAN PRONA PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA . JEMBER
PROPINSI JAWA TIMUR TAIFIUN 2003
I. [dentifikasi Desa/Kelurahan
a. Nama Desa/iataraham=) | . Panduman
b. Kecamatan : Jalbuk
c. Kabupaten/EKdla *) ; - Jamber
¢. Status Desa o Desa/ Fedseahan*)
¢. Jarak dari Ibukota Kabupaten/ICota e Kilometer
f. Jarak dari Ibukota Kecamatan S Kilometer
g. Luas Desa ;. 975,395  Hektar

(o]

Perencanaan Wilayah Desa
Status Desa

Desa masuk dalam Rencana [bukota Kabupaten/Kota *)

Dcga masuk dalam Rencana Ibukota Kecamatan

‘.35.‘@

Desa masuk dalam Rencana Pengembangan Kawasan Tertentu
(sebutkan : Gardu Tapkdn/ Dooa Lliluz.{

3. Jenis Penezunaan Tanah Utama
o

a. Perkampungan / Pemukiman A 4 Hektar
h. Persawahan 271,240 Hektar
¢. Pertanian Tanah Kering/Teaalan . 32 1, 715 Hektar
a. ebun (lanaman keras) > - Iekuar
¢. Perkebunan : 35420 Flektar
{. Hutan . 189,200 Hektar
g.Pelermakan ‘ : 0,400 I lektar
h.Tambak/Kolam ] - lektar
i. Danau/Mawa/ Waduk L FHloektar
J. Tarah Rusak/Alzng-aiang e . Hektar
k.Tanah Teriantar : - Tektar
L. Pertambangan : = Hektar

m. Jalan, Sungai dil.

n. Lain-lain
(sebutkan jenis-jenis penpounaan yang
masuk kelompok lain-lain)

4xma 350, 75CHextar

R Plektar

4. Apakah pada Desa/Kelurahan yang di identitikasi terdapat _

a. Kawasan Kumuh Hr+idak
b. Kawasan Kampung Tidak Teratur a-Tidak

(jalan tidak teratur,drainase air buruk,
fasilitas sosial kurang, dil.)
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pendudukan

Mata Pencaharian / Profesi Penduduk

Pegawai Negeri Guru 8., Jiwa ..8.. KK/Rumah Tangga
- Pcgawai Negeri Sipil/Non Guru ..77.. Jiwa ..7... KK/Rumah Tangga -
- Pegawai Negeri TNI/POLRI  ..3.. Jiwa ..3... KK/Rumah Tangga
- Pecgawai Swasty/ Buruh gudalBg 35 Jiwa 11... KK/Rumah Tangga
- Lainnya (sebutkan 1) iaas AV, e KIKRumah tangga
. Komposisi Usia Penduduk
= =35 tahun 43% . Jiwa
- 12 tahun 02, Jiwa
13- 20 thun 1182 Jiwa
21 -30 tehun 15¥%.. Jiwa
31 -40 tahun 1823 Jiwa
41 -50 tahun €07.. Jiwa
- 51‘— 60 ua]'mn g%g J%wz\
- > 09 Gt B TR o Jiwwa
¢. Pendapitan penduduk per bulan
- < Rp. 300.000,- 399 Jiwa 330... KK/Rumah Tangga
Rp. 700.000,- - Rp. 660.000,- 899 Jiwa 293, KK/Rumah Tangga

Mepgetahu

L
'\ =3

S T
e ",

PPetani 4764
Burch Tani 29‘66
Jasa Pengrajin 44
Jasa Perdagangan A
Jasa Tukang 128
R e o

(sebutkan lainnya sesuai cata
dari Desa/K ccamatan/BPS)

Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa

12990 . KK/Rumah Tangga
1050.. KK/Rumah Tangga
.48, KK/Rumah Tangga
... KK/Rumah Tangga
.42 KK/Rumah Tangga
....... KK/Rumah Tangga

(selenjutnya dapat dipedomant Llasifikast pendapatan penduduk dan

data Desa/Kecamatan/BIRS dan mempedomani pula peraturan mengenai

UM

15\'(§HIS SUAIDI,SH, M

(gt 44 484 s e s s sses a® 4isannes

L MEP 2010 151 7408

Al
(O L LT

Ay

atatan ;%) Pilil Salah Setu

(Ir,

]

LT, )
wIP¢ 010 164 212
: A@M/

................ )
SIP, 010 197 159

Rl
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JAFTAR ISIAN IDENTIFIKASI DESA
KEGIATAN PRONA PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2003

Identifikasi Desa / Kelurahan

Nama Desa / Eelusphar—d) i Ajung

Kecamatan : halisat
Katupaten / kete— ;. Jember

Status D2sa : Desa / Kelurahan
v. Jarak darci ibukota Kaebupeten / Yot : 19 Kilometer
Jarak dari Jbuketa Kecamaten i : 2 Kilometer

¢. Lvas Desa : 388 lektar

O o0 o o

-

Perencanaan Wiizyan Dasa
Status Dzsa : :
) : Desa masuk dalam Pencana Ibukota rabupaten / Kota
[¥] : Desa masuk daism Rencana Ihukotz Kecamatan
] : Uesa masur dalam rencana pengembangan Kawasan tertentu

ISCOREEET 2 o WS G W - s
Jenis Pengaunaan Tanah Utama
a. Perkamoungan / Pemikiman : 72 llektar
Persawahan 1 230 Hektar
Pertanian Tanak laring / Legalan i 70 Hektar

i B eh A S

o

Kebun (Laneiten Weray)

CE I S = T |

Parkebunet s = Hehtat

Hut an y - llektar
i]. Peternahan : = Hukta
n. Tamrak / Holam : - Hektar
i. Danau )/ Rawa [/ Weculk : - Hektan
}. Tanah rusak / aleng-alang - - Hebtar
k. Tenah terlantar : - Hextar
l. Pertambangan : - Hektac
m. Jalan, sungai, dan laln-lain : - Hektar
. Lain-lain {S¢butkan jenis-jenis : < lizhtar

pehgiunédn yahd masun relompok laial. Hoekta:

Xoakah pada Desi J Halvvahen yarg didgsiafabzs: tezdepel ¢
¢. Rawasan & i u—4 bLidzh
L. Rawasan karmpung Lidak ve2ratur =4 hidak
(3alan Sidak teratur, draiwass arr basrel,
fasiligas fecial wutolly, Gilhd
iependudirnat '
a. kRala |:-.'Iu2-;|v-1 tait ¢ froies) P2sndudur
v Pelen: (362 iz 820 ¥E/Rumzh

v Burun Tan 1637 Jiwa 418 KiS/Rumadn

v Jasa {enqraiin : 5 drud e e e

o Jasa Pardageanssn Gk diwa 20l REIRuREl T

v casa Tubzna 148 LA EAS € R e

S S e RS T Ve e LA U & s s W
(sebulkan Jalnanya sesual oata
dari Desalnzzamaban /ors

¢ Pegawal Hegert Guru 200 Sia O S CRdamh

+ Pegaval hegeri Sipil/tion Cury 121 Jiwa i¥} KX/Rumah

o Pejawai Negorl THI/BOLRI 25 Jiwa 25 KK/Rumeh

' 630 Jiwa 441 KE/Rumah

Pegawal Hwasta
Leipnya sebutkan Jiwa e /Rumah

7‘—!':._-";-1
Tangia
Tangg2
RCe e
Sy

TanTiaa

Targga
Tangga
Tangga
Tanqya
Tangga
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i,

cmposisy Usia Penduduk

U0 T zimun
¢35 =12 ahun
e 13 - 20 Tahun
.21 - 30 ‘Taban
o 2NN 10N Tolivin
¢« 41 - 50 Tahun
¢+ 5% - 60 Tabhun
s > 60 Tahun

¢. Fendapatan Ferduduk Per Rulan

¢ < Rp. 300.000, -
¢ Rp. 300.000,- = Ry

GO0, oo, =

AN TN

UHVERSITAS JENBER

3000

216 Jiwa

Jiwa
Jiwa
Jlwa '
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa

947 KK/Rumah Tangga
21C KK/Rumah Tangga

Jiwa

2 iSelanjutnve dapat dipedomany klasifikasi pendapaten penduduk dari data
Desa/Kecamatan/BES dan mempedomani pula peraluran-mengenai UMR)

Mengetahul ,
PIMBAGERD PROMA PLRTAHAMN!
O TTEABUYALZY JEMBER

ANTS SEATDT, Si., M.

. Hip, 020 157 768

2 _ 66 -

Ajunig, cQB03i-
Petugas pelaksana :
1. Ir. Hahrowi
Nip. 0107164 212
fouATS0 Anglat, SH. 4 -
Mip. 750 002 €43 (¢
A Suparno, SH. ' l
Wip. 010 179 159
U]
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